
PERATURAN D,AERAI.I KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR:  l  TAHUN2oa4

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAI.IUN ANGGAMN 2OO4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

[ /enimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebi jakan un]um Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan piioritas
Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang terah diserpakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2004 periu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Meng inga t 1 . Undang-undang Nomor 13 Tahun 1gsO tentang pembentuk an
Daerah-daerah Kabupaten dalam l ingkungan Propinsi  Jawa Tengah;

Undang-urr .dang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republ ik Indclnesia Tahun 1gg5
Nomor 68, 

' l .ambahan 
Lembaran Negara Republ ik rndonesia Nomor

331?-)  sebagaimana telah diubalr  dengan Undang-undang Nomcr 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1gg4
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor

Undang-unc, lang Nomor 18 Tahun ' igg7 tentang Pajak Daerah dan
Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara Republ ik lncJonesia Tahun'1997 Nomor 41, Tambahan Ldmbaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Urrdang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246);

Undang-undang Nomor 21 Tahqn 1997 tentang Bea Perolef ' r rn Hrk
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republ ik lndonesia
Tahun 1997 Nomor  41 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
Indonesia l r lomor 3685);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaharr
Daerah (Lembaran Negara Republ ik lndor iesia Tahun 1gg9 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesla Nomor 3839);
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Undang-undang Nomor  25  Tahun 1999 ten tang Per imbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang I ' lomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dar i  Korupsi ,  Koh,rs i  dan Nepot isme
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lemoaran Negara Republ ik IndonesiaNomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republ ik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran .  Negara'  Republ ik
Indones ia .  Nomor  3952) ;

Pera. turan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

'Republ ik

Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Republ ik Indonesia
Negara  Nomor  4165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 terr tang Pengelolaarr
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Tahun 200CJ Nomor  202,  Tambehan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia.  Nomor a022.) ;

Peraturan Pemerintah Nomor.107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Re$ubi ik lndonesia Tahun 2OO0 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia.  l . lomor
4024)',

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala.Daerah (Lernbaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tarnbahan Lembaran Negara
Republ ik Indonesia.  Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20A0 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republ ik Indonesia 

' l 'a l run 
2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4028):

Peraturan Femerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran,
Negara Republ ik lndonesia Nomor 4029):

Peraturan Pemerintah Nomor 65.,Tahun 200 |  tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2001 Nornor  118,
Tambalran Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun' '2001 tentang Retr ibusi
Daerah (L.embaran Negara Republ ik lndonesia ' l -ahun 2001 Nomor
119, Tambaltan Lentbaran Negara Republ ik lndonesia Nomor
413e) ;

4 A
t + .

l o .



Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengalvasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan An5;garan
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2003
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Penruaki lan Rakyat Daerah
Daerah Kabupaten Karanganyar,

Dengan pdrsetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMNGANYAR TENTANG
AI.JGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2OO4

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja,Daerah Kbbupaten Karanganyar
sebaga i  ber iku t  :

17 .

18 .

Rp

Rp

a .

b .

Pendapatan

Belanja

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan :

1)  Pener imaan

2) Pengeluaran

353.393.889.000,00

363.553.293.600,00

(Rp 10.159.404.600,00)

Rp 14.017.158.600,00
. '  l :

Rp g.857.754.000,00

Rp 10.1 59.404.600,00
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Pasal 2

Uraian .lg.bi-h lanjut Anggaran pendapatan dan
sebagatmana dimaksud dalam pasal  1,  tercanturn
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Belanja Daerah
dalam lampiran

o .
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Lampiran I

Lampiran l l

Lamp i ran  l l l

Lamp i ran  lV

Lampiran V
l ' ^ - ^ i . ^ ^  \  / l
r -c r r  i lp i l  d i l  V  l

Lampi ran  V l l
Lampi ran  V l l l
Lampiran lX

Ringkasan Anggaran pendapatan 
.dan Belanja

Daerah;
Rincian Anggarani  Fendapatan dan Belanja
Daerah;

!aftai Rekapitrrlasi Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Menurut Bidang pemerintahan dan
Unit Organisasi Perangkat Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah;
Daftar lnvestasi ( Penyertaaan Mcdal ) Daerah;
Daftar Aktiva Tetap Daerah;
Daftar Dana Cadangan.

Pasa l  3

sebagai  landasan operasional  pelaksanaan, maka Bupat i  menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Anggaran perrdapaian dan Beianja
l J d v t  d t  L

Pasa l  4

Peraturan Daerah in i  mulai  ber laku pada tanggal  d iundangkan dan
rnempunyai  daya laku surut  sejak tanggal  1 Januar i  ZOO4.

fsar set iap_ orang mengetahuinya, menrer intahkan pengundangan
Peraturan Daerah in i  dengan penernpatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di l(aranganyar
pada tanggal  1 Maret 2004
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Hj. TNANINGSIH,  S .Pd . ,M .Hum.


